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Praktik konversi uang kembalian dengan permen masih marak terjadi di 

Indonesia. Fenomena ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan keadilan 

bagi konsumen, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak mereka. Tidak 

hanya itu, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mengganggu 

stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan praktik 

tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

serta perspektif siyasah maliyah (kebijakan keuangan Islam). 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur pengelolaan uang dan 

kegiatan perbankan. Namun, praktik konversi uang kembalian dengan permen 

belum secara eksplisit diatur. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji 

implikasi hukum dan syariah dari praktik tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif 

dengan pendekatan komparatif. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, literatur, serta prinsip keadilan dalam Islam. Data 

dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik konversi uang kembalian 

dengan permen bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011, yang mengatur bahwa mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang 

sah dan tidak boleh ditolak dalam transaksi. Dari perspektif siyasah maliyah, 

tindakan ini juga dianggap melanggar prinsip keadilan (al-adl) dan kejujuran (al-

amanah) dalam transaksi keuangan, yang menegaskan pentingnya perlindungan 

terhadap hak konsumen dan larangan praktik yang merugikan salah satu pihak. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik konversi uang kembalian 

dengan permen tidak sesuai dengan prinsip Syariah Māliyah dan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan penindakan 

terhadap pelaku praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan hukum dan syariah di Indonesia. 

 

 


